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ABSTRAKSI 

 

Nama   : Muhammad Akmal Khalqi 

NIM   : 201810110311063 

Judul   : Analisis Yuridis Pengaturan Asset Recovery Dalam Pasal 18 

                          Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang   

                          Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Pembimbing  : (1) Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum 

    (2) Nu’man Aunuh,S.H., M.Hum 

  

Asset recovery merupakan upaya penting dalam pemulihan kerugian 

negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dengan cara 

menyita dan mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. 

Pasal 18 mengatur tentang kewajiban terpidana untuk membayar uang 

pengganti sebagai bentuk pengembalian kerugian negara, serta 

ketentuan penyitaan dan lelang harta benda terpidana jika uang 

pengganti tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan. 

Analisis ini mengkaji dan mengevaluasi sejauh mana ketentuan dalam 

Pasal 18 dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan aset, dengan 

menyoroti potensi, tantangan dan kelemahan didalamnya. Penelitian ini 

merupakan penelitian normatif, yang difokuskan pada kajian terhadap 

aturan hukum melalui pendekatan perundang-undangan (statute 

approach). Berdasarkan penelitian ini, meskipun Pasal 18 telah 

memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset, tantangan utama 

terletak pada kelemahan pasal yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4). 

Selain itu, efektivitas pelaksanaan penyitaan dan pengembalian aset, 

terutama dalam kasus-kasus dengan terpidana yang tidak memiliki harta 

yang cukup juga kian menambah kompleksitas dilapangan. Pengaturan 

dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

perlu untuk ditinjau dengan lebih komperhensif, karena Pasal ini lebih 

sering dijadikan sebagai sebuah pilihan. Pasal ini kemudian 

memunculkan potensi yang bisa memberikan kesempatan dan peluang 

bagi koruptor untuk tidak menggembalikan asset dengan cara 

menyembunyikan dan mengalihkan asset selama proses penuntutan. 

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap efektivitas dalam Pasal 18 UU  

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan adanya beberapa 

kelemahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

upaya peningkatan efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan 

aset negara di Indonesia. 

                  Kata Kunci: Korupsi, Pengembalian Aset, Tantangan 
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ABSTRACTION 

Name   : Muhammad Akmal Khalqi 

NIM   : 201810110311063 

Tittle  : Juridicial Analysis of Asset Recovery Arrangments in Article 18  

   Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes 

Adviser : (1) Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum 

    (2) Nu’man Aunuh,S.H., M.Hum 

 

Asset recovery is an essential effort in recovering state losses 

caused by corruption crimes, by confiscating and returning assets 

obtained from the proceeds of crime. Article 18 regulates the obligation 

of the convicted person to pay restitution as a form of repayment of state 

losses, as well as the provisions for confiscation and auction of the 

convicted person's property if the restitution cannot be paid within the 

specified period. This analysis examines and evaluates the extent to 

which the provisions in Article 18 can contribute to asset recovery, by 

highlighting the potential, challenges and weaknesses therein. This 

research is normative research, which focuses on studying the rule of 

law through a statutory approach. Based on this research, although 

Article 18 has provided a legal basis for the recovery of state assets, the 

main challenge lies in the weakness of the article contained in Article 

18 paragraph (4). In addition, the effectiveness of the implementation of 

confiscation and return of assets, especially in cases with convicts who 

do not have sufficient assets, also adds to the complexity of the field. The 

regulation in Article 18 of the Corruption Eradication Law needs to be 

reviewed more comprehensively because this article is more often used 

as an option. This article then raises the potential that can provide 

opportunities and opportunities for convicted corruptors not to return 

assets by hiding and transferring assets during the prosecution process, 

because the public prosecutor can only confiscate assets after a judge's 

decision. Overall, the evaluation of the effectiveness of Article 18 of the 

Corruption Eradication Law shows several weaknesses. This research 

is expected to contribute to efforts to increase the effectiveness of 

corruption eradication and state asset recovery in Indonesia. 

 

Keywords: Corruption, Asset Recovery, Challenges 
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